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BAB III 

LANDASAN TEORITIS TENTANG  TINJAUAN UMUM 

 PENODAAN AGAMA  

 

A.  Definisi Penodaan Agama  

Penodaan agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

“penodaan” adalah perbuatan menodai. Sedangkan “agama” ialah,  aturan tata 

keimanan atau kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan serta kaidah yang 

berhubungan  dengan  manusia dan alam.
1
 Penodaan agama juga terhimpun dalam 

hate speech, atau ujaran kebencian yang termuat penghinaan, penodaan, 

penghujatan baik kepada individu atau kelompok.
2
 Penodaan agama dalam bahasa 

Inggris adalah “Blasphemy” yang berarti  “penghujatan”. Penghujatan ini 

mengacu pada agama dengan memberikan  rasa tidak hormat kepada Tuhan atau 

sesuatu yang sakral.
3
 Menurut Pultoni, penodaan agama didefinisikan sebagai 

tindakan menentang atau menyerang hal-hal yang dianggap suci, seperti simbol-

simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci. Bentuk penodaan agama berupa 

perkataan atau tulisan yang  menyatakan penentangan terhadap konsep ketuhanan 

dalam agama-agama yang telah mapan.
4
 

                                                           
1
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Al-Jardani mendefinisikan penodan agama merupakan bentuk keyakinan, 

perbuatan, perkataan, yang ditujukan menyerang agama, merendahkan, atau 

menghina Allah dan Rasul-Nya.
5
 Pada bahasa Yunani penodaan agama disebut 

Blasphemia (βλασφημία) yang berarti "ucapan yang melukai" atau "merusak 

reputasi." Diambil pada kata blapto berarti "menyakiti," sedangkan  phëmë 

mengacu pada "ucapan" atau "reputasi." Yvonne Sherwood  mendefinisikan, 

penodaan agama merupakan konsep yang terbuka sehingga banyak memberikan 

ruang untuk manuver dan interprestasi, tentang Ilahiah dan sakral.
6
 

Menurut US Commission on International Religious Freedom. Penodaan 

agama ialah, tindakan mengungkapkan penghinaan atau kurangnya rasa hormat 

terhadap Tuhan atau hal sakral.
7
  Penodaan agama menurut Komisi Kebebasan 

Beragama Internasional (KKBI), Amerika Serikat mendefiniskan penodaan agama 

sebagai bentuk tindakan yang mengekspresikan penghinaan, atau kurangnya rasa 

hormat yang ditunjukkan kepada Tuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan 

kesakralan. Secara sederhana penodaan agama merupakan sebuah tindakan tabu 

dengan mendiskriminasi, menjatuhkan esensi agama, menyinggung, 

mengisyaratkan, dan merendahkan simbol sakral atau doktrin agama yang 

tujuannya melukai perasaan suatu komunitas agama lain.
8
 

                                                           
5
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Penodaan agama sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan nama istilah 

alIstihza‟. Istihza‟ sendiri berasal dari kata hazza‟a – yuhazzi‟u, yang berkonotasi 

sakhira (melecehkan), sedangkan kata sabba dan syatmun juga memiliki arti 

cacian, penghinaan, penodaan.
9
 Pada kamus al Munawwir lafadz haza‟a dan 

sakhira diberi arti mengejek, memperolok-olok dan mencemooh.
10

 Pendapat al-

Qurtubi menerangkan bahwa kata Istihza ialah pelecehan dan penghinaan secara 

sekaligus terhadap suatu komunitas agama, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa 

Istihza‟ memiliki beberapa makna dasar, yaitu: 

1) al-takdhib, mendustkan sesuatu.  

2)  al-la„b, mempermainkan sesuatu dan menganggapnya tidak 

serius. 

3) as  al-Intiqam, menyiksa dan membalas terhadap seseorang sesuai 

perbuatannya.11 

Abi Hilal al-Asykari dalam kitab al-Farūq al-Lughawiyyah, menyebutkan 

kata al-Istihza berarti “mencemooh”. Sedangkan pada terminologis antara lafaz 

al-Istihzā‟ dan Sukhriyyah memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak 

pada konteks kemunculannya. Lafaz al-Istihzā‟ merujuk pada tindakan mengolok-

olok tanpa adanya sebab atau sebagai permulaan dari perilaku tersebut. Sementara 

                                                           
9
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itu, Sukhriyyah mengacu pada tindakan mengolok-olok yang muncul sebagai 

respons terhadap tindakan sebelumnya atau karena adanya suatu sebab tertentu.12 

 

B. Penodaan Agama Dalam Perspektif Islam  

Islam melarang seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang 

merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Perintah larangan ini telah termuat 

dalam al-qur‟an itu sendiri dengan kata huzuw yang disebutkan sebanyak 11 kali 

huzuw memiliki makna yaitu mengolok-ngolok agama Allah SWT,    QS. Al-

Jayysiah ayat 7-11, QS. al-Maidah ayat 57-58, QS. al-Kahfi ayat 56 & 106, QS.al-

Baqarah ayat 67 & 231, QS. Al-Anbiya ayat 3 dan QS. al- Luqman ayat 613. 

Berikut penjelasan ayat tersebut berdasarkan tafsir :  

a) QS. al- Maidah ayat 57-58  

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تَ تَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَََّّذُوْا  نَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٓبَ مِنْ قَ بْلِكُمْ  دِيْ نَكُمْ ىُزُوًايٰآ وَّلَعِبًا مِّ
تُمْ مُّؤْمِنِيَْْ وَاِذَا نََدَيْ تُمْ اِلََ الصَّلٓوةِ اتَََّّذُوْىَا َ اِنْ كُن ْ  وَات َّقُوا اللّّٓ

هُمْ قَ وْمٌ وَّلَعِبًا ۗذٓلِكَ بَِِ ن َّ  ىُزُوًا وَالْكُفَّارَ اوَْليَِاۤءََۚ
 لََّ يَ عْقِلُوْن

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-

orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara 

orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, 

sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang 

mukmin. Apabila kamu menyeru untuk (melaksanakan) salat, mereka 

menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena 
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sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti.14 (QS. al-Maidah ayat 

57-58).  

Menurut tafsir Ibnu Katsir perintah yang tertera dalam al-Qur‟an surah al-

Maidah ayat 57-58, sebagai peringatan untuk tidak berlindung dari musuh-musuh 

umat Islam yaitu, kaum Ahlul Kitab dan kaum musyrik. Mereka mempermainkan  

syari‟at  sebagai ejekan, mencerminkan pandangan rusak dengan mengejek 

sebagai bahan ejekan serta lelucon dan pemikiran beku.  Kata  من dalam lafadz  من

 untuk menerangkan kata “yaitu” sebagaimana terdapat dalam QS. al-Hajj   الذين

ayat 30 “Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu”.( QS. al-

Hajj ayat 30).15 Sebagian mufassir membaca kata al-kuffar dengan kasrah (jar) 

karena dianggap mengikuti minal lazina sebagai bagian dari pola gramatikalnya 

(ithaf atau penyandaran). Namun, mufassir lain membacanya dengan nasab 

(fathah) karena memandangnya sebagai objek (ma'mul). Sebagaimana Firman 

Allah.16 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تَ تَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَََّّذُوْا دِيْ نَكُمْ  نَ الَّ  ىُزُوًا يٰآ  ذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٓبَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَّلَعِبًا مِّ
 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang 

yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara 

orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir. (QS. 

al-Maidah 57).17 
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Ibnu katsir menerangkan larangan tegas bagi umat Islam untuk 

menjadikan dua kelompok sebagai wali (pemimpin/teman dekat) yaitu, Ahli Kitab 

(Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang kafir, yang menurut qiraah Ibnu Mas'ud 

merujuk pada orang-orang musyrik. Larangan ini didasarkan pada sikap mereka 

yang menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan dan permainan. Penegasan 

ini mengindikasikan bahwa ketaatan pada larangan tersebut merupakan 

manifestasi keimanan yang sejati. Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Maidah ayat 

58.  

 ىُزُوًا وَّلَعِبًاوَاِذَا نََدَيْ تُمْ اِلََ الصَّلٓوةِ اتَََّّذُوْىَا 
Apabila kamu menyeru untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya 

bahan ejekan dan permainan. (QS. al-Maidah 58).18 

 

 Ayat ini menggambarkan sikap penghinaan terhadap salah satu ritual ibadah, 

yaitu salat. Ketika adzan dikumandangkan sebagai seruan untuk melaksanakan 

salat  yang merupakan amalan paling utama bagi orang-orang yang berakal 

mereka justru menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. 

 ذٓلِكَ بَِِ ن َّهُمْ قَ وْمٌ لََّ يَ عْقِلُوْن

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak 

mengerti. (QS. al-Maidah 58).
19

 

Allah SWT menjelaskan bahwa perilaku tersebut muncul karena ketidak 

mampuan mereka menggunakan akal dalam memahami, esensi ibadah kepada 

Allah dan Hikmah di balik syariat-syariat-Nya. Ibnu Katsir mengaitkan perilaku 

ini dengan karakteristik setan yang memiliki pola serupa. Yaitu, melarikan diri 

ketika mendengar adzan, kembali setelah adzan selesai, melarikan diri saat 
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iqamah, dan kembali setelah iqamah untuk membisikkan was-was. Hal ini 

diperkuat dengan hadis mutafaq 'alaih yang mengajarkan solusi ketika mengalami 

was-was dalam salat, yaitu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Az-Zuhri 

mengatakan dalam al-Qur‟an terdapat permasalahan terkait adzan melalui firman-  

berdasarkan QS. al-Maidah ayat 58 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abu 

Hatim.
20

 

 Pada ayat ke 57 larangan seorang muslim untuk memilih pemimpin dan 

berteman sejati dengan seorang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik yang 

menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan. Pada ayat ke 58 menerangkan 

bahwa larangan mengejek atau mengolok-ngolok seorang muslim yang ingin 

melakukan sholat dan saat adzan berkumandang. Karena, adzan merupakan ajakan 

kepada umat Islam untuk melakukan ibadah sholat dan adazan merupakan sesuatu 

yang sakral berkaitan dengan Tuhan.
21

 

Al-qur‟an menyebutkan larangan mengolok, mengejek bahkan 

menyinggung Allah SWT dan Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertulis dalam 

QS. al-Ahzab ayat 57 .  

نْ يَا وَالَْٓخِرةَِ وَاعََدَّ لََمُْ عَذَابًِ مُّ  ُ فِِ الدُّ َ وَرَسُوْلَو لَعَنَ هُمُ اللّّٓ نًااِنَّ الَّذِيْنَ يُ ؤْذُوْنَ اللّّٓ  هِي ْ
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti (menista) Allah dan Rasul-

Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi 

mereka azab yang menghinakan.22 

 

Ayat ini turun untuk menerangkan bahwa barang siapa yang menyakiti Allah dan 

Rasulullah akan mendapatkan balasan setimpal. Salah satu pendapat mengatakan, 
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ayat ini turun karena orang-orang kafir menghina Rasulullah saat menikahi 

Shafiyah bin Huyay, saat  Rasulullah menikahi putri dari pemimpin suku Yahudi 

Khaibar yaitu Huyay bin Akhtab. Ketika menikahi putri Huyay, Huyay sangat 

menampakkan kebencian dan permusuhannya kepada Rasulullah kala itu.23 

b) QS. Al-Jayysiah ayat 7-11 

لٓى عَلَيْوِ ثَُُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِاً كَانَْ لََّّْ  رْهُ بعَِذَابٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ افََّاكٍ اثَيِْمٍٍۙ يَّسْمَعُ آيٓتِ اللِّّٓ تُ ت ْ يَسْمَعْهَاَۚ فَ بَشِّ
اً ۨ هُمْ  اتَََّّذَىَا ىُزُوًاۗ الَيِْمٍ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيٓتِنَا شَيْ   هِمْ جَهَنَّمُ َۚوَلََ يُ غْنِِْ عَن ْ  مِنْ وَّراَۤىِٕ

ۗ
كَ لََمُْ عَذَابٌ مُّهِيٌْْ ىِٕ

ۤ
اوُلٓ

اللِّّٓ اوَْليَِاۤءََۚ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۗ ىٓذَا ىُدًىَۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِِٓيٓتِ  مَّا كَسَبُ وْا شَيْ  اً وَّلََ مَا اتَََّّذُوْا مِنْ دُوْنِ 
نْ رّجِْزٍ الَيِْمٌ   رَبِِّّمْ لََمُْ عَذَابٌ مِّ

Artinya : Celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa, yang 

mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap 

menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya. Peringatkanlah dia 

(wahai Nabi Muhammad) dengan azab yang amat pedih. Apabila dia 

mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat Kami, dia menjadikannya bahan olok-

olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan 

mereka ada (neraka) Jahanam. Tidak akan berguna sedikit pun bagi mereka 

apa yang telah mereka kerjakan dan tidak (pula bermanfaat) apa yang mereka 

jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Bagi mereka azab yang sangat 

berat. Ini (Al-Qur‟an) adalah petunjuk (yang agung). Orang-orang yang 

mengingkari ayat-ayat Tuhannya akan mendapat azab berupa siksaan yang 

sangat pedih.24 

 

Tafsir Fathul Qadir menggambarkan kelompok yang mengabaikan hakikat 

al-Qur‟an dengan berbohong. Mereka menolak petunjuk al-Qur‟an melalui 

keseombongan, mengolok  ayat-Nya, dan menutup diri dari pencerahan spiritual. 

Sikap ini mengarah penodaan agama sekaligus penghinaan terhadap Islam. Harta, 

keturunan, atau sesembahan mereka tidak mampu mencegah azab Allah. 
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Penolakan ini membawa mereka kepada azab pedih di neraka jahanam. Al-Qur‟an 

sebagai petunjuk bagi orang beriman, justru diingkari oleh orang kafir.25 

c) QS. al-Kahfi ayat 56 & 106 

 وَيَُُادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوْا بِ وَمَ 
ريِْنَ وَمُنْذِريِْنََۚ ْ ا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَْْ اِلََّ مُبَشِّ ِِ َْْ ََّّ وَاتَََّّذُواْا آيٓ وِ ا

  ىُزُوًا وَمَاا انُْذِرُوْا
Artinya: Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar 

gembira dan pemberi peringatan. (Akan tetapi,) orang-orang yang kufur 

membantah dengan (cara) yang batil agar dengan itu mereka dapat melenyapkan 

sesuatu yang hak (kebenaran). Mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang 

diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. (QS. al-Kahfi 56).26 

 

ْ وَرُسُلِيْ ىُزُوًا ِِ   ذٓلِكَ جَزاَۤؤُىُمْ جَهَنَّمُ بِاَ كَفَرُوْا وَاتَََّّذُواْا آيٓ
Artinya:. Itulah balasan mereka (berupa neraka) Jahanam karena mereka telah 

kufur serta menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olokan. 

(QS. al-Kahfi 106).27 

 

Tafsir Hidayatul Ihsan pada Surah Al-Kahfi ayat 56 menjelaskan bahwa 

surga disediakan bagi orang beriman, sedangkan neraka untuk orang kafir. Allah 

mengutus Rasul-Nya untuk mengajak manusia pada kebaikan dan memberi kabar 

gembira serta peringatan. Namun, orang kafir meragukan kebenaran dengan 

mengejek ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat 106, dijelaskan bahwa amal 

mereka dihapus dan mereka dimasukkan ke neraka jahanam karena menjadikan 

Al-Qur‟an dan Rasul sebagai bahan ejekan.
28

 Paparan tersebut menunjukkan 

indikasi penodaan agama Islam, dengan ayat Al-Qur'an dijadikan bahan ejekan, 

mencerminkan sikap skeptis dan merendahkan ajaran Islam.  

d). QS.al-Baqarah ayat 67 & 231 
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َ يََْمُركُُمْ انَْ تَذْبََُوْا بَ قَرةًَ ۗ قاَلُواْا اتََ تَّخِذُنََ ىُزُوًا  وَاِذْ قاَلَ مُوْسٓى لقَِوْمِوا اِنَّ  قاَلَ اعَُوْذُ بِِللِّّٓ انَْ اكَُوْنَ  ۗ  اللّّٓ
 مِنَ الْْٓهِلِيَْْ 

 

Artinya: (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan 

kamu agar menyembelih seekor sapi.” Mereka bertanya, “Apakah engkau akan 

menjadikan kami sebagai ejekan?” Dia menjawab, “Aku berlindung kepada Allah 

agar tidak termasuk orang-orang yang jahil29.” (QS. al-Baqarah 67).30 

ِْْكْمَةِ  وًاىُزُ  اللِّّٓ  آيٓتِ  تَ تَّخِذُواْا وَلََ  ......... نَ الْكِتٓبِ وَا وَّاذكُْرُوْا نعِْمَتَ اللِّّٓ عَلَيْكُمْ وَمَاا انَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِّ
  عَلِيْمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللَّّٓ  انََّ  وَاعْلَمُواْا اللَّّٓ  وَات َّقُوايعَِظُكُمْ بوِ ۗ

Artinya:.... Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai 

bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan 

Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur‟an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi 

pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah 231)31 

 

Pada tafsir Jalalain menjelaskan dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 

67. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya saat terjadi 

pembunuhan di antara mereka, namun identitas pelaku tidak diketahui. Mereka 

meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mengungkapkan siapa 

pelakunya. Allah pun memerintahkan mereka, melalui Musa, untuk menyembelih 

seekor sapi betina. Kaum tersebut merespons dengan skeptis, “Apakah engkau 

hendak menjadikan kami bahan ejekan?” ucap mereka ragu. Nabi Musa 

menjawab dengan tegas, “Aku berlindung kepada Allah dari menjadi bagian 

orang-orang yang jahil,” yaitu, mereka yang mengejek. Setelah memahami 

kesungguhan Musa, mereka akhirnya menyadari pentingnya melaksanakan 

perintah tersebut. Allah terangkan kembali pada ayat 231, jangan jadikan ayat-

ayat Allah sebagai bahan ejekan dengan melanggar isinya. Ingatlah nikmat Allah 
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yang diberikan kepada kalian, yaitu agama Islam, serta al-Qur'an yang diturunkan 

sebagai kitab petunjuk dan hikmah yang berisi hukum-hukum, dan 

mengamalkannya. Bertakwalah kepada Allah dan sadari bahwa Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.
32

 

d) QS. Al-Anbiya ayat 36  

 وَاِذَا رآَكَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْا اِنْ ي َّ تَّخِذُوْنَكَ اِلََّ  ىُزُوًاۗ  اىَٓذَا الَّذِيْ يذَْكُرُ آلَِتََكُمَْۚ وَىُمْ بِذكِْرِ الرَّحْْٓنِ ىُمْ كٓفِرُوْنَ 

Artinya: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka 

hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. (Mereka mengatakan), 

“Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?” Padahal mereka orang yang 

ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih. (QS. al-Anbiya ayat 36).33 

 

Pada Tafsir kementrian Agama Republik Indonesia menerangkan bahwa 

kata  هزوا berasal dari kata haza‟a bermakna, bercanda secara sembunyi-

sembunyi, seperti yang tertera dalam surah Al-Mā`idah (5:58), istilah istihzā‟ 

awalnya merujuk pada tindakan ejekan, cemoohan, atau olok-olok. Namun, ketika 

istihzā‟ disandarkan kepada Allah, hal ini tidak dapat dimaknai sebagaimana sifat 

manusia seperti al-lahw (main-main) dan al-la„b (permainan). Oleh karena itu, 

istihzā‟ dari Allah dipahami sebagai pembalasan setimpal atas tindakan kaum 

kafir. Dalam hal ini, Allah memberikan kelonggaran waktu (jeda) kepada kaum 

kafir sebelum akhirnya menimpakan azab yang pedih kepada mereka. 

Kelonggaran waktu ini sering disebut sebagai istihzā‟ atau istidrāj. Ayat ini 
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menjelaskan kebiasaan kaum kafir yang kerap menjadikan orang-orang mukmin 

sebagai bahan olok-olok dan cemoohan.34 

e)  QS. al- Luqman ayat 6  

َْْدِيْثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللِّّٓ بِغَيِْْ عِلْمٍٍۖ وَّيَ تَّخِذَىَا  كَ لََمُْ عَذَابٌ  ىُزُوًاۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتََِيْ لََوَْ ا ىِٕ
ۤ
اوُلٓ

 مُّهِيٌْْ 
Artinya: Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk 

menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-

olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. al- Luqman 

ayat 6).35 

 

Pada tafsir ringkas  Kemenag pada ayat 6 menerangkan fungsi Al-Qur'an 

dan ciri-ciri orang mukmin, sekaligus menggambarkan sikap sebagian manusia 

yang lebih suka mendengarkan hal-hal selain Al-Qur'an. Di antara mereka ada 

yang menggunakan cerita-cerita kosong untuk menyesatkan dan menjauhkan 

orang lain dari jalan Allah tanpa memiliki pemahaman yang benar. Mereka juga 

menghina ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikannya bahan olok-olok, baik karena 

tidak memahami manfaatnya maupun karena enggan mengambil pelajaran 

darinya. Akibatnya, di akhirat kelak mereka akan menerima azab yang sangat 

hina.
36

 Pada konteks ini orang-orang yang enggan mendengarkan al-Qur‟an, 

menjadikan al-Qur‟an sebagai bahan ejekkan  adalah merendah dari agama Islam.  

Larangan terhadap seseorang yang melakukan penodaan agama ini tidak 

hanya berlaku untuk non-muslim saja. Tetapi, Islam sendiri melarang untuk 
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memulai atau melakukan penodaan agama, hal ini telah Allah terangkan juga 

dalam al-Qur‟an, sebagaimana firman Allah pada QS. al-An‟am ayat 108.  

َ عَدْوًاَ بِغَيِْْ عِلْمٍۗ كَذٓلِكَ زَي َّنَّا لِكُلِّ امَُّةٍ عَمَلَهُمٍْۖ ثَُُّ اِلَٓ وَلََ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّّٓ   فَ يَسُبُّوا اللّّٓ
 رَبِِّّمْ مَّرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِّئُ هُمْ بِاَ كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ 

Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain 

Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

(dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, 

lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan37. 

(QS. al-An‟am 108) 

 

Indikasi larangan ini tidak hanya berlaku untuk non-muslim tetapi juga kepada 

umat muslim itu sendiri “janganlah kamu memaki sesembahan mereka sembah 

selain allah”. Tegas al-Qur‟an melarang umat muslim melakukan ejekan, 

mengolok, atau bahkan menghina simbol dari sesembahan agama lain hanya 

untuk menjatuhkan suatu komunitas.  Dalam hukum  Islam sendiri seseorang yang 

melakukan penodaan agama dijatuhi hukum Jarimah Tazir.38 

 Al-Mawardi mendefinisikan Jar mah (jināyah) dengan  larangan-larangan  

syara‟ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman  had atau ta‟z r. Jarimah 

ta‟zir sendiri adalah bagian  dari hukum Islam atau ganjaran yang didapat oleh 

seseorang  yang melakukan kesalahan, bentuk hukuman yang didapat bervariasi 

tetapi, dalam penentuan hukuman diserahkan kepada hakim atau imam yang 

memimpin.39 Kasus penodaan agama yang terjadi pada agama Islam dimulai saat 

Rasulullah SAW, membawa ajaran tauhid yang mendapatkan berbagai respon dari 
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kalangan masyarakat  Arab saat itu. Seperti,  kasus Ummu Jamil istri dari Abu 

Lahab yang menentang ajaran Rasulullah SAW, beliau mencaci maki serta 

meletakkan duri pada jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Uqbah bin Abi Muit 

meletakkan kotoran di kepala Rasulullah SAW saat melakukan sholat bahkan 

ingin melakukan pembunuhan. Penduduk Thaif yang melempari Rasulullah SAW 

saat  menyebarkan dakwah Islam.40 

Indikasi penodaan  agama yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, makin 

membuncah kala Walid bin Mughirah, Ash bin Wail, Aswad bin Abdul Muthalib 

dan  Umayyah  bin  Khalaf datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata  

“wahai Muhammad, mari kita bertukar sesembahan. Kami akan menyembah 

Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita 

bersama-sama ikut serta dalam penyembahan ini. Jika ternyata agamamu lebih 

baik dari agama kami, kami telah  ikut  dan  mengambil  keuntungan  kami  dalam  

agamamu, dan sebaliknya”.  

 

Bahkan Rasulullah SAW diboikot kala itu, tidak diperkenankan untuk menjual 

apapun kepada Rasulullah SAW dan  pengikut Islam mengalami hal yang sama 

bahkan mereka disiksa.41 

Kepemimpinan Abu Bakar dalam melanjutkan dakwah Rasulullah SAW 

dan sebagai  khalifah muncul persoalan baru. Muncul, Musailamah al-Khazzab 

membentuk kelompok untuk membelot dari kepemimpinan Abu Bakar dengan 

mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Kemunculan nabi palsu 
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sontak membuat zazirah Arab geger, di tambah kelompok Musailamah  menolak 

membayar zakat dan murtad dari Islam. Kondisi masyarakat Arab kebingungan, 

karena ulah dari Musailamah. Abu Bakar sebagai khalifah yang mendengar berita 

pembelotan tersebut langsung mengambil tindakan, dengan membunuh 

Musailamah agar tidak ada lagi yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah 

SAW wafat42.  Menurut penulis, serangkaian indikasi penodaan agama  terjadi 

pada Islam ternyata muncul beriringan dengan keberadaan Islam dimuka bumi. 

Walau pada masa awal kemunculan dan perkembangan Islam saat itu belum 

mengenal istilah penodaan agama secara formal. Namun, praktik dalam  penodaan 

agama  itu telah ada sebelum istilah itu muncul dan dikenali oleh masyarakat 

sebagai penodaan agama. Fenomena dalam praktik penodaan agama mencangkup 

pada penghinaan, penentangan, atau peremehan terhadap nilai-nilai keimanan dan 

simbol-simbol  sakral dalam Islam.  

 

C. Sejarah Munculnya Perundang-Undangan Penodaan Agama di Indonesia  

Penodaan agama erat kaitannya dengan dinamika politik dan keamanan. 

Pada masa kolonial, agama digunakan sebagai alat perlawanan terhadap 

pemerintahan diskriminatif, seperti gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam 

Indonesia (TII) yang dipimpin  Sekarmadji Kartosoewirjo pada 1949. Gerakan ini 

muncul sebagai protes terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap tidak 
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mengakomodasi kepentingan umat Islam, yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 

1/PNPS/1965 untuk menjaga stabilitas negara43.  

Pada masa Soekarno, ketegangan antara agama dan negara muncul karena 

perbedaan ideologi nasionalisme sekuler, agama, dan komunisme. Partai politik 

berbasis agama seperti NU dan PSII, serta ideologi "Masyarakat dan Negara 

Islam,"yang memperburuk situasi. Aliran agama yang berkembang dianggap 

sebagai penodaan agama karena menyimpang dari ajaran agama di Indonesia. 

Untuk meredam ketegangan, Soekarno mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 

untuk mengatur hubungan agama dan negara44. UU ini lahir dalam subperiode 

1959–1966 di bawah UUD 1945 dan Sistem Demokrasi Terpimpin pasca-Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Terdapat dua alasan utama pembentukan UU No. 

1/PNPS/1965: (1) pengamanan negara dan revolusi nasional melalui pencegahan 

penodaan agama, dan (2) pengamanan revolusi serta ketenteraman masyarakat. 

Fokus utamanya adalah mendukung pengamanan revolusi, dengan pencegahan 

penodaan agama sebagai aspek pendukung45. 

Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan terhadap agama juga 

memiliki tantangan tersendiri. Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 

mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa, yang 

memperburuk kondisi minoritas ini. Agama Kong Hu Chu dan perayaan hari 
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besarnya dilarang ditampilkan di ruang publik, meskipun Pasal 29 UUD 1945 

menjamin kebebasan beragama. Kebijakan ini diperkuat pada tahun 1978 melalui 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 yang hanya 

mengakui lima agama resmi, mengecualikan Kong Hu Chu. Kebijakan tersebut 

menunjukkan adanya pembatasan kebebasan beragama dalam konteks 

pengelolaan harmoni sosial-politik di bawah rezim Orde Baru46.Era reformasi 

membawa perubahan bagi etnis Tionghoa. Di bawah Gus Dur, agama Kong Hu 

Chu diakui kembali sebagai agama resmi melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000. 

Kebijakan ini memulihkan hak sipil, kebebasan beragama, serta mengizinkan 

kembali perayaan Imlek dan tradisi Khonghucu, sebagai langkah penting dalam 

menghormati keberagaman47.  

Pasca-reformasi, hubungan negara dan agama kembali memanas, 

dipengaruhi oleh ideologi nasionalis dan Islami yang berkembang sebelumnya. 

Globalisasi mendorong neoliberalisme dan konservatisme agama turut 

memperburuk keadaan, terbelahnya kubu mendukung negara Islami dan 

demokrasi48. Upaya penegakan peraturan terkait penodaan agama terus berlanjut. 

Ketetapan No. 1/PNPS/1965 ini kemudian menjadi dasar lahirnya Pasal 156a 

KUHP yang mengatur tindak pidana penodaan agama. Pasal 156 mengatur 

tindakan terhadap golongan tertentu melalui peringatan, pembubaran, atau 

pelarangan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat 

(Bakorpakem), sementara Pasal 156a fokus pada proses pidana untuk kasus 
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penodaan agama49. Penodaan agama terus meningkat dari era kolonial hingga 

reformasi. CNN Indonesia mencatat 179 kasus dari pemerintahan Megawati 

hingga Joko Widodo50. Perkembangan teknologi dan globalisasi, individu dapat 

melakukan apa saja di mana saja, termasuk isu penodaan agama di media sosial. 

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, media 

sosial menjadi wadah untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasi. Namun, di sisi 

lain, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali menyinggung isu sensitif, 

seperti agama, diskriminasi, dan provokasi51. 

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), khususnya Pasal 45a ayat (2), mengatur larangan penyebaran informasi 

yang sengaja dan tanpa hak menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis 

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Aturan ini bertujuan mencegah 

konflik sosial, kerusuhan, dan potensi perpecahan. Sebagai delik formil, 

pelanggaran pasal ini dapat diproses hukum tanpa memerlukan bukti dampak 

nyata. Sensitivitas isu SARA di masyarakat menjadi alasan pentingnya pengaturan 

ini. Misalnya, jika seseorang memposting provokasi di media sosial yang 

menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu, aparat penegak hukum (APH) 
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dapat menggunakan pasal ini untuk menindak pelaku demi menjaga stabilitas 

sosial dan mencegah tindakan anarki
52

.  

 

D. Penodaan Agama Dalam Perundang-undangan Di Indonesia  

Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama dalam 

sebuah ideologi negara yaitu, pancasila dan dasar sebuah negara yaitu, Undang-

Undang Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan 

1. “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 

2. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. 

Undang- Undang dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaanya itu.". dipertegas kembali pada Undang-Undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama 

dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam 

pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara 
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menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masingmasing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”53 

Jaminan yang telah diberikan negara tidak mampu menumpas kejatahan 

yang mengatas namakan agama pada sebuah negara. Sebab itu, negara juga 

membuat hukum yang mengatur tentang penodaan agama dalam Undang-Undang 

Dasar sebagai dasar hukum negara Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang 

berkaitan dengan penodaan agama yang masih berlaku di Indonesia. Pasal 1 UU 

No. 1/PNPS/1965 tersebut menentukan : “Setiap orang dilarang dengan sengaja 

di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum 

untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan 

keagamaan dari agama-agama itu, penafsiran dari kegiatan mana menyimpang 

dari pokok-pokok ajaran agama itu.”54 Pernyataan Undang-Undang 

mencerminkan suatu norma atau regulasi yang mengatur perilaku masyarakat 

terkait penafsiran dan praktik keagamaan di Indonesia.  

Pernyataan Undang-Undang Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tujuannya 

untuk melindungi kepercayaan di Indonesia, justru membuat kontroversi ditengah 

aneka ragaman agama karena dapat menimbulkan stereotif negatif terhadap 

kebebasan berbicara dan diskriminasi ekspresi terhadap agama minoritas. Karena 

Undang-Undang PNPS ini tergolong ambigu dan memberikan interprestasi yang 
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sangat luas sehingga, menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan 

perlindungan hak beragama. Buah ketidak jelasan frasa Undang-Undang PNPS 

yang melanggar HAM untuk bebas berekspresi di depan umum.55 

Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi 

: “dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan 

snegaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan yang sifatnya 

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut 

di Indonesia. Deangan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun 

juga, yang bersinggungan dengan Tuhan Yang Maha Esa”56. Umumnya pada 

kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia lebih sering memakai pasal 156 a 

KUHP ini untuk menjerat pelaku penodaan agama yang terjadi di Indonesia. 

Praktik Pasal 156a KUHP sering disalahgunakan karena hanya berlaku 

untuk penodaan agama di depan umum. Sementara itu, pelanggaran di ruang 

digital diatur oleh UU ITE, yang lebih luas mencakup isu SARA. Dalam kasus 

penodaan agama di Klaten, dakwaan Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan putusan hakim 

berdasarkan Pasal 156a KUHP menunjukkan perbedaan pendekatan yuridis. 

Secara teori, UU PNPS lebih spesifik mengatur penodaan agama daripada KUHP, 

karena Pasal 156a lebih mudah dibuktikan dalam persidangan57. UU ITE sendiri 

juga memiliki daerah kekuasaan untuk menjerat pelaku penodaan agama, 

sebagaimana  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas 
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu “melarang setiap orang 

menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa 

kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”58 .  

Regulasi UU ITE berkaitan erat dengan isu penodaan agama, khususnya 

melalui pasal-pasal tentang ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, 

dan Antargolongan). UU ITE sering digunakan untuk menjerat pelaku penodaan 

agama di media digital, seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang 

penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berbasis SARA. 

Ketentuan ini sering tumpang tindih dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan 

agama, yang mengatur penghinaan terhadap agama tertentu. Namun, UU ITE 

memiliki cakupan lebih luas karena mencakup aktivitas di ruang digital, di mana 

informasi menyebar cepat dan berdampak luas. Meskipun bertujuan menjaga 

harmoni sosial dan menghormati keyakinan agama, penerapan UU ITE dalam 

kasus penodaan agama kerap dikritik karena dianggap tumpang tindih dan 

berpotensi digunakan secara represif untuk membatasi kebebasan berekspresi atau 

menekan kritik minoritas59 

                                                           
58

 nesta Sandi, “Tinjauan Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (PhD Thesis, Universitas 

Islam Kalimantan MAB, 2024), https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22723/. 
59

 Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Pembatasan 

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” KERTHA WICAKSANA 17, no. 2 (2023): 138–

46. 



60 
 

Pengaturan tentang delik penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Baru, diundangkan pada 2 Januari 2023 melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1), 

bertujuan  untuk memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur terkait 

tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Ketentuan tercamtum 

dalam Bab VII KUHP Baru, yang secara khusus mengangkat judul "Tindak 

Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau 

Kepercayaan”. Pada pokok pembahasan Bab VII terdiri atas dua bagian: 

1. Mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, yang mencakup tindakan 

penghinaan, penodaan, atau tindakan lain yang dapat merusak kesucian ajaran 

agama yang diakui di Indonesia. 

2. Membahas tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan, 

termasuk penyerangan terhadap sarana atau tempat ibadah serta tindakan lain 

yang mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan60.  

Pasal 300 Undang-Undang no.1 tahun 2023  KUHP Baru terkait pasal 

penodaan agama yang berbunyi “setiap  orang  dimuka umum yang melakukan 

perbuatan yang bersifat     permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan; 

atau c.Menghasut  untuk  melakukan  permusuhan,  kekerasan,  atau  

diskriminasi,  terhadap agama,  kepercayaan  orang  lain,  golongan,  atau  

kelompok  atas  dasar  agama  atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda”61. Undang-Undang 

pada pasal 300- 305 sengaja dirancang untuk, menjaga keharmonisan antarumat 

beragama dan memastikan penghormatan terhadap kepercayaan yang diakui di 

Indonesia. Pasal ini merupakan pasal pembaharuan dari pasal 156 a  KUHP, 

KUHP Baru ini tidak serta-merta berlaku langsung. Berdasarkan Pasal 624 KUHP 

Baru, undang-undang ini akan mulai berlaku efektif pada  2 Januari 2026. Dengan 

demikian, selama masa transisi, KUHP yang saat ini berlaku tetap digunakan 

dalam sistem hukum Indonesia hingga tanggal tersebut. pasal ini lebih detail 

menerangkan unsur yang terindikasi terkait penodaan agama yang kerap terjadi 

seperti unsur di khalayak umum, permusuhan, kekerasan, diskriminasi terhadap 

agama dan atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia62.  
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